PEDOMAN SISTEM PELAPORAN

(WHISTLEBLOWING SYSTEM)

DUGAAN TINDAK PIDANA KORUPSI, KOLUSI DAN
NEPOTISME DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT
JENDERAL DPR-RI



PENGERTIAN

Whistleblowing System adalah aplikasi yang

disediakan oleh Inspektorat Utama bagi

saudara yang memiliki informasi tentang

dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan

Sekretariat Jenderal dan ingin melaporkan

informasi tersebut kepada Sekretaris Jenderal
\ DPR RI.

Unsur Pengaduan:

| .Perbuatan yang dilakukan berindikasi korupsi
2.Dimana perbuatan tersebut dilakukan

3.Kapan perbuatan tersebut dilakukan

4.Siapa saja yang terlibat dalam perbuatan tersebut
5.Bagaimana perbuatan dilakukan (modus, cara)
Barang Bukti

Data/dokumen; Gambar; dan/atau Rekaman.

Setiap warga negara berhak menyampaikan

pengaduan (whistleblower system) adanya

indikasi tindak pidana korupsi dalam W/:Sj
penyelenggaraan pemerintahan di ITTAMA
lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI.

Pengaduan disampaikan melalui

whistleblowing system Sekretariat Jenderal
DPR RI. (http//ittama.dpr.go.id/wbs)

Sekretaris Jenderal bertanggung jawab

terhadap seluruh kegiatan
penyelenggaran WBS dan menjamin
kerahasiaan identitas Pelapor




TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat
ini meliputi penanganan Pelaporan dan penyelenggaraan WBS di
lingkungan Sekretariat Jenderal DPR-RI.




(http://ittama.dpr.go.id/wbs/input)

. Identitas Terlapor
. Para Pihak yang

terlibat

. Waktu dan

Tempat Kejadian

. Data/Dokumen
. Gambar/

Rekaman

. Bukti Lainnya



http://ittama.dpr.go.id/wbs/input
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INSPEKTORAT UTAMA

PELAPORAN
WHISTLE BLOWING SYSTEM

AKSES WEBSITE
ITTAMA.DPR.GO.ID

1. PILIH TAB LAYANAN
2. PILIH WHISTLE BLOWING

KLIK GAMBAR PELUIT
UNTUK MELAPOR

WHISTLEBLOWING SYSTEM
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d URAIAN PENGAD
UNIT KERJA TERAD
UPLOAD DATA DUKUN
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https://ittama.dpr.go.id/setjen/index/id/Whistleblowing-System-INSPEKTORAT-UTAMA

Whistleblowing System

> g System adalah aplikasi yang disediakan oleh Inspektorat Utama
Sekretariat Jenderal DPR Rl bagi saudara yang memiliki informasi tentang dugaan
tindak pidana korupsi di lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR
Rl dan ingin melaporkan informasi tersebut kepada Sekretaris Jenderal DPR RI.

Whistleblower adalah :
Seseorang yang menyampaikan laporan adanya dugaan tindak pidana korupsi dalam penyeleng;
pemerintahan di lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI.

Unsur Pengaduan
Pengaduan Saudara akan mudzh ditindaklanjuti apabila memenuhi unsur sebagai berikut:
1. Perbuatan yang dilakukan berindikasi korupsi
2. Dimana perbuatan tersebut dilakukan
3. Kapan perbuatan tersebut dilakukan
4. Siapa saja yang terlibat dalam perbuatan tersebut
5. Bagaimana perbuatan tersebut dilakukan (modus, cara, dsb.)

Kerahasiaan Pelapor
Sekretaris Jenderal DPR RI menjamin kerahasiaan identitas pelapor/whistleblower.

Untuk memulai klik PELUIT!

Layanan / \

Tentang Kerahasiaan Identitas

Agar kerahasiaan lebih terjaga, perhatikan hal-hal berikut ini :

1. Jika ingin identitas saudara tetap rahasia, sebaiknya tidak memberitahukan/mengisikan data-

data pribadi.
2. Jangan memberitahukan/mengisikan data-data/informasi mengenai saudara yang

memungkinkan bagi orang lain untuk melakukan pelacakan siapa saudara.

Form Pengisian WBS

Topik Pengaduan -

MNama Teradu : Unit Kerja Teradu -

aian Pengaduan :

File Attachment (bukti/dokumen)*

* Jenis file yang di izinkan adalah .PDF, JPG, ZIP, RAR, VID, MP4, MP3

Mo file chosen
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VERIFIKASI I

*Mempelajari dan mengkaji
*Melaporkan kepada

* Diterima oleh Admin
untuk selanjutnya
diberi nomor register
dan disampaikan
kepada

* Verifikator.

Ketua/Wakil Ketua.
*LAPORAN: Identitas
Terlapor, Uraian Dugaan,
Analisis, Kesimpulan,
Rekomendasi

* Verifikator
melakukan verifikasi
aduan

* Disampaikan kepada
Penelaah

PENELAAHAN

ADMINISTRASI ‘

Ny




INSPEKTORAT UTAMA

Dalam hal berdasarkan laporan hasil kajian terdapat indikasi
tindak pidana Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Sekretaris
Jenderal dapat menugaskan Aparat Pengawasan Intern
Pemerintah (APIP) untuk melakukan Audit dengan Tujuan
Tertentu.

Aparat Pengawasan Intern Pemerintah membuat laporan Audit
Dengan Tujuan Tertentu dan disampaikan kepada Sekretaris
Jenderal

Sekretaris Jenderal menyampaikan rekomendasi atas hasil
laporan audit dengan Tujuan Tertentu kepada penegak hukum
untuk selanjutnya ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
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